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NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019
DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran DPendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah hbeberapa kali, teralkhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapalan
dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan besaran
Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan DPcraturan Bu pati
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1930 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tehun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5493);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambghan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dun Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (
Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 223 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2014 Nomor 123, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 35539) scbagaimana teclah diubah denpgan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahun Atas Peraturan Pemcrintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Dcsa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 lentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 5538) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 lentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumbcer darli Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2016 Nomeor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 58564);

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian
Anggaran dan Pendapalan Belanja Negara Tahun 2019
(Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 225);;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Dacrah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan
Prioritus Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuungan Desa (Berita Negara Republik
Indoncsia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018
entang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubzhan Atas Peraturan
Bupati Grobogan Nomor 141 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata
cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 12) ;

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Mcnengah Desa, Rencana Kerja DPcmerintah Desa dan
Pelaksanaan Pembangunan Dcsa (Berila Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupali Grobogan Nomor 3 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja
Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita
Daerah Kabupalen Grobogan Tahun 2018 Nomor 3);

Peraturan Bupali Grobogan Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Pengelolann  Keuangan Desa (Berita Daerah  Kabupaten
Grobogan Tahun 2015 Nomor 23);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUBATI TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2019,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah DPresiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Repubik Indoniesia
sebagaimana dmaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Grobogan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati scbagai unsur
penyelengpara  Pemerintahan Dacrah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintehan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Grobogan.

3. Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjulnya disingkat

SKPD adalah unsur pembantu Bupali dan Dewan Perwakilan
Rakyat Deaeranh yung menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pernbangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Grobogan selanjulnysa disebut APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemeriniah Daerah yang dibahas dan disetujul
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Ralysal Daernh dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat REKUD
adalah rckening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupau untuk menampung seluruh
pencrimaan daerah dan membayar scluruh pengeluaran
caerah pada bank vang ditetapkan.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah vang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pcmerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa rmasyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak iradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Dacrah.

9, Kewenanguan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Dcsa atau
prakarsa masyarakat Desa sesual dengan perkembeangan
kehidupan masyarakat.

10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepenlingan masyarakat Desa yang
telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan
oleh Desa atau yeng muncul karena perkembangan Desa dan
prakasa masyarakal Desz.

11. Pemecrintahan Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat sctempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesiea.

12. Pemerintah Desa adalah kcpala Desa dibanlu perangkat Desa
sebagai unsur penyclenggara Pemerinlahan Desa.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.
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Keuangan Desa adalah semua hak dan kewsgjiban dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa vang dapat dinilai
dengan uang tcrmasuk didalamnya segala bentuk kekayaan
vang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
Anggaran Pendapalan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APR Desa adalah rencana keusngan tehunan Pemerintahan
Desa yang dibahas dan diselujui bersama oleh Pemerintah
Desa dan ‘Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya discbut RKD adalah
rekening tcmpat menyimpan uang pemerintahan Desa yang
menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang
ditetapkan.

Dana Decsa adalah dana vang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang dilransfer melalul APBD dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasvarakatan dan pemberdayaan muasyarakat.
Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan
diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya
dihitung berdasarkan pcrscntasc tertentu dari anggaran Dana
Desa vang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan
meperhatikan status Desa lerlinggal dan Desa sangat
teritinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk cdesa, angka kemiskinan
desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan peografis desa di
Kabupatern.

Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG
Desa adalah angka vang mencerminkan tingkat kesulitan
geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan
pelayanan dasar, kondisi infrastruklur, (runsportasi dan
komuniksasi.

Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah
perangkat Dcsa yang berkedudukan sebagai unsur slal
sekretariat Dcsa vang menjalankan tugas PPKD.

Kcepala Scksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat
Dcsa vang berkedudukan sebuagal pelaksana teknis yang
menjalankan tugas PPKIL

Dokumen Pelaksanaan Angegaran vang selanjutnya disingkat
DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan,
anggaran vang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk
kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam APBDesa.

Tim Pelaksana Kegiatan selanjutnya disingkat TPK adalah Tim
yvang melaksanakan kegiatan pcngadaan melalui Swakelola
dan Penycdia Barang/jasa.

Surat Permninlaan Pembayaran vang selanjutnya disingkat SPP
adalalh dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan
pengadaan barang dan jasa.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di
bawah lime tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis schingga
anuk terlalu pendek untuk usianya.

lLembaga Kemasyarakatan Dcsa adalah wadah partisipasi
masvarakat sebagai mitra Pemerintah Desa untuk ikut serta
dalam = pcrencanaan, pelaksansan dan  pengawasan
pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
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Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yuang disalurkan oleh
Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke
Desa sampai akhir lahun anggaran atau Dana Desa yang
disalurkan olch Kabupaten kepada Desa yang tidak habis
dipunsakan oleh Desa sampai akhby tnhun anggaran schingga
menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB
Desa.

Kantor Pclayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya
discbut KPPN udalah instansi wvertikal Direktorat Jendceral
Perbendaharaan yang mempcrolch kuasa dari Bendahara
Umum Negara atau BUN untuk melaksunakan sebagian fungsi
Kuasa BUN.

Kuasa Pengeuna Anggaran Penyaluran Dana Desa yang
selanjutnya disingkat KPA Penyaluran Dana Desa adalzh
Kepala KPPN Kabupaten Grobogan selaku Kepala instansi
vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari Bendahara Umum Nepgara untuk melaksanakan
sebagian fungsi Kuasa BUN.

BAB II
RINCIAN DANA DESA DAN TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Dcsa dihitung berdasarkan rincian

Dana Desa Kabupaten yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Rincian Dana Dcsa Kabupalen sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dialokasikan berdasarkan :

a. Alokasi Dasar, dihitung schesar 72% (tujuh puluh dua
persen) dari anggaran dana desa dibagl secara merata setiap
desa.

b. Alokasi Afirmasi, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari
anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada Dcsa
Tertinggul dan Desa Sangat Tertinggal yang mempunyal
jumlah penduduk miskin tinggi.

c. Alokasi Formula, dihitung sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari angparan dana desa dibagi berdasarkan jumlah
penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah
desa dun tingkat kesulitas geografis desa.

Desa Tertingeal dan Desa Sangat Tertinggal yang mempunyai

jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b adalah desa dengan jumlah penduduk miskin
terbanyak yang berada pada kelompok desil ke 8 (delapan), 9
(sembilan) dan 10 (scpuluh) berdasarkan perhitungan Direktorat
Jenderal Perimbangan Kcuangan.

Rincian Dana Dcsa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan
pada :

2. Alokasi Dasar setiap Desa;

b. Alokasi Afirmasi setiap Desa; dan

¢c. Alokasi Formula setiap Dcsa.

Pasal 3

Besa-an Alokasi Dasar setiup Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (4] hurul a dihitung dengan cara mcmbagi Alokasi
Dasar yang dilerima oleh Kabupaten scbagaimana dimmaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dengan jumlah Desa di Kabupaten.
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Pasal 4

Alokasi Afirmasi setap Decsa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (4) huruf b, diberikan kecpada Desa Tertinggal dan
Desa Sangat Tertingpal yang memiliki jumlah penduduk miskin
tinggi sebugaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Jumlah Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk Desa Tertinggal dihitung 1 (satu) kali
Alokasi Afirmasi dan untuk Desa Sangat Tertinggal dihitung
scbesar 2 [dua) kali Alokasi Afirmasi.

Besaran jumlah Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus sbb :

AA Desa = (0,03 x DDj / {2 x DST) ~ (1 x DT)}.

Keterangan

AA Desa - Alokasi Afirmasi setiap Desa.

DD : Pagu Dana Desa nasional.

D3ST - Jumluh Desa sangat tertinggal vang memiliki
Jumlah penduduk miskin tinggi.

DT . Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah

penduduk miskin linggi.
Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayal (4
turuf ¢ dihitung dengan menggunakan bobot scbagai berikut :

a. 10% ( sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;

c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan

d. 25% (dua puuh lima persen) unluk tingkat kesulitan
geoprafis.

Besaran Alokasi Formula sctiap Desa sebagaimana dimaksud

pada. ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai
berikut :
AF Desa = {(0,10x ZI) + (0,50 x Z2) + (0,15 x Z3) + (0,25 x Z4); x
AF Kab.

Keterangarn

Al' Dcsa . Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap
total penduduk Desa kabupartcn.

Z2 - rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa
terhadap total penduduk miskin Desa
kabupaten.

Z3 . rasio luas wilayah desa terhadap total luas
wilayah desa kabupaten.

Z4 + rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa
kebupalen,

AF Kab. . Alokasi Formula setiap kabupaten.

Pasal 6

Angka kemniskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa
sebagaimana dimeksud pada Pesal 5 ayat (1) huruf b dan hurut
d, masing-masing ditunjulkkan oleh jumlah penduduk miskin
desa dan IKG Desa yang bersangkutan.

Jumlah penduduk miskin dan [KG Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dan diletapkan berdasarkan data dari
Dinas Sosial Kabupaten, Kementerian yang berwenang dan
lembaga pemcrintah  yang  menyelenggarakan  urusan
pemcerintahan bidang statistik.




(3) Besaran I[KG Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (2]
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Berdasarkan tata cara perhitungan pembagian Dana Dcsa sctiap
Dcsa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan
Pasal 5, maka besaran Dana Desa seliap Desa di Kabupaten
Grobogan Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupali ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan olch Bupati dengan cara
pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sccara bertahap, dengan
ketentuan :

a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen), disalurkan paling
cepat bulan Januari dan paling lambat pada minggu ketiga
bulan Juni;

b. tahap Il sebesar 40Y% (empat puluh persen), disalurkan
paling ceput bulan Maret dan paling lambat pada minggu
keempat bulan Juni;

c. tahap Ill sebesar 40% (empat puluh perseratus), disalurkan
paling cepat bulan Jul.

{2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 hari kerja
setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal ©

(1) Bupati menyalurkan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa
menyampaikan dokumen persyaratan :

a. pcraturan desa tentang APB Desa;
b. rencana penggunaan dana desa tahap I; dan
¢. rekaman buku RKD.

(2) Bupali menyalurkan Dana Desa tahap Il sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa
mcnyampaikan dokumen persyaratan :

a. laporan realisasi penyerapan dan pencapaian output Dana
Desa lahun anggaran sebelumnya; dan
b. rencana penggunaan Dana Dcsa tahap IL

(3) Bupati menyalurkan Dana Desa tahap Il sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayal (1) huruf c, dilakukan setelah
Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan :

a. laporan realisasi penyerapan dan pencapaian output Dana
Desa sampai dengan Tahap 1I;

b. laporan konuergensi pencegahan stunting tingkat desa bagi
daerah priorilas; dan

c. rencana pengeunaan Dana Desa tahap IIL

(4) Persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I, Tahap 11 dan Tahap
1T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupali ¢.q Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.




Pasal 10

(1) Laporan rcalisasi penyerapan dan pencapaian output Dana Desa
Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal @ ayat (2) huruf a
menunjukkan bahwa paling sedikit realisasi rata-rata
penyerapan sebesar 75% dan capaian output paling kurang
50% (lima puluh per seratus).

(2) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung
berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh
kecgiatan.

Pasal 11

(1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan
verifikasi atas kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

(2) Dalam hal hasil verifikasi persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai lengkap, Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan
rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang menjelaskan,
bahwa Dana Desa di desa tersebut sudah dapat disalurkan.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Prinsip-Prinsip Penggunaan Dana Desa

Pasal 12

Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

a. Keadilan, dengan menguiamakan hak dan kepentingan seluruh
warga Desa tanpa membeda-bedakan;

b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa
yvang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan
langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

c. Terfokus, mengutamakan pilihan pengpgunaan Dana Desa pada
3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan
kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota
dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa
vang dibagi rata.

d. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak
asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

c. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas

Masvarakat;

f. Swakelola mengutamakan kemandirian Desa dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana
Desz;

g. Berdikari, mcngutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan
mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan
pembangunan vang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat
Desa schingga Dana Desa berpular secara berkelanjutan di
wilayah Dcsa dan/atau kabupalen/kota;

h. Berbasis sumber daya Desa, mengutamakan pendayagunaan
sumberdaysa manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa
dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa; dan




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan kcadaan dan
kenyataan karakteristik geograflis, sosiologis, antropologis,
ckonomi, dan ckologi Desa yang khas, serta perubahan atau
perkembangan dan kemajuan Desa.

Bagian Kedua
Prioritas Penggunaan Dana Decsa

Pasal 13

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan
desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud padea
ayat (1), dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan
program dan kegialan priorilas yang bersifat lintas bidang.
Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikun manfaat
sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam peningkatan
kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, penanggulangan
kemiskinan dan pelayvanan publik di Dcsa.

Paragraf 1
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 14

Peningkatan kualitas hidup masvarakat Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diutamakan untuk

membiayali pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
pclayanan sosial dasar vang berdampak langsung pada
meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan
kcbutuhan :

1. lingkungan pemukiman;
2. transportasi;

3. cnergi; dan

4. 1nformasi dan komunikasi.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar
untuk pemenuhan kebutuhan :

1. kesehatan masyarakat; dan
2. pecndidikan dan kcbudayaar.

¢. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa

meliputi :

1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;

2. usaha ckonomi pcrtanian berskala produktif yang
meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan Desa dan/atau produk wunggulan
kawasan perdesaan; dan

3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif
meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk ungeulan Desa dan/atau produk unggulan
kawasan pcrdcsaan.




(3)

(1)

(3)

(%)

(1)

(3)

(4)

(3)

d. Penpadaan, pembangunar, pengembangan, dan
pemeliharaan  sarana prasarana lingkungan untuk
pemenuhan kebutuhan :

1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik
sosial;

2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan

3. pelestarian lingkungan hidup.

Pengadaan, pembangunan, pcngembangan dan pemeliharaan

infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan

kewcnangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 15

Peningkutun kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan
membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersilal
lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
dan ayat (3) untuk mcnciptakan lapangan kerja yang
berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi
keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
Program dan kegialan lintas bidang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan
Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDcsa
dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil
lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan
kewenangun [Jesa.

Pernbangunan sarana olah raga Dcsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mecrupakan unit usaha yang dikelola oleh
BUMDesa atau BUMDesa Bersama.

Kegiatan peningkatan kescjahtcraan masyarakat lainnya
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui
musyawarah Desa.

Pasal 16

Pcnanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diutamakan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunal untuk
menycdiakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang
menganggur, setenguh menganggur, keluarga miskin dan
stuniing.

Kegiatan padat karya tunai  scbagaimana dimaksud pada
pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan
mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya
manusia di Desa.

Pendayagunaan sumberdaya MEan Lsie sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan
pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Dcsa
paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar
upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan
kerja.

Upah kerja masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibayarkan secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan
kegintan yang dibiayai Dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai lidek dikerjakan pada
saat musim panen,
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Pasal 17

(1) Peningkatan pelayanan publik ditingkal Desa scbagaimana

(2)

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diwujudkan dalam upaya

peningkatan gizi masyarakat serta penceguhan anak kerdil

(stunting).

Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil

(stunting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. penyediaan air bersih dun sanitasi;

b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;

c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatlan ibu hamil
atau ibu menyusui;

d. bantuan  posyandu untuk mendukung kegiatan
pemeriksaan  berkala kesehatan ibu hamil atau ibu
menvyusui;

e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hotikultura

- untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu
MEN VIS,

f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai
dengan  kewenangan Desa  dan  diputuskan dalam
musvawarah Dcsa.

Pasal 18

Desa dalam penetapan prioritas pecnggunaan Dana Dcsa, dapat
mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat
perkembangan Desa, yang melipuli :

a.

b.

Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal
memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :

1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana
produksi, distribusi dan pemasaran vang diarahkan pada
upaya pembentukan usaha ckonomi pertanian berskala
produklil, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan
pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

Desa Berkembang mempriorilaskan  keginlan pembangunan

Desa pada

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana
produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung
penguatan usaha ckonomi pertanian berskala produktif,
usaha ckonomi untuk ketahanan pangan dan usaha
ckonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk
unggulan kawasen perdesasan;

2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan
vang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses
masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan
lingkungan; dan

3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan

pembangunan pada :
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1. pembangunan, pengembangan dan pemcliharaan
infrastruklur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana
produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung
perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala
produktif, usaha eckonomi untuk ketahanan pangan dan
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kcpada
pembenlukan dan pengembangan produk unggulan Dcsa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar
serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan
lingkungan vang diarahkan pada wupaya mendukung
peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakal Desa
terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Paragraf 2
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

(1) Prioritas pengunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan

masyarakat dcsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1),
ditujukan unluk meningkatkan kapasitas dan kapabililas
masyarakat desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu
pengelahuan dan tcknologi, teknologi tepat guna dan temuan
baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa
dengan mendayagunakan potensi dan sumbcerdayanya sendiri.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Dcsa yang diprioritaskan

antara lain :

a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam  proscs
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
Desa;

b. pengembangan  kapasilas  masyarakat Desa  yang

dilaksanakan di Desa selempat;

pengembangan kctahanan masyarakat Desa;

pengembangan ketahanan keluarga;

e. pengclolaan dan pengembangan sistem informasi Desa
melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi
perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware)
komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi
pembangunan dan pemberdayaan masyearakat Desa yang
dikelola secara terpadu;

f dukungan pengelolaan kegiatan pelayanun sosial dasar di
bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin,
pemberdayaan perempuan dun anak, serta pemberdayaan
masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa
penyandang disabilitas;

g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan
hidup;

h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan
konflik sosial serta penanganannya;

i, dukungan permodalan dan pengelolaan ussha ekonomi
produktif yang dikclola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa
Bersama;

j. dukungan pengelolaan usaha ckonomi oleh kelompok
masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi
masyarakat Dcsa lainnya;

oo
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k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa
dan peningkatan kescjahteran masyarakat;

I. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan
sumberdaya alam dan peningkatan usaha ckonomi
pertanian berskala produkrtif;

m. pengembangan kerja sama anlar Desa dan kerja. sama Dcsa
dengan pihak ketiga; dan

n. kepiatan pemberdayaan masyarakar Desa lainnya yang
sesuai dengan kewcnangan Desa dan diputuskan melalui
musvawarah Desa.

(3) Pengembangan  kapasitas masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud pada avat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara
swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 20

Desa dalam perencanasn program dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat
mempertimbangker tipologi Desa berdasarkan tingkat
perkembangan kemajuan Nesa, yang meliputi :

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa  Sangal Tertinggal
mempricritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonormi masyarakat
Desa yang meliputi: .

1. pembentukan BUMDcsa dan/atau  BUMDesa Bersama
melalui penyertaan modul, pengelolaan produksi, dislribusi
dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala
produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaar.

2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi
dan/atau lembuga ekonomi masyarakat Desa lainnya
mclalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau
BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran
bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

3. pemnbentukan wusaha ckonomi melalui pendayagunaan
sumberdaya alam dan penerupan teknologi tepat guna; der

4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan
hidup bagi masyarakat Desa secara berkclanjutan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaa
masyarakat Desa unluk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi masyarakat Desa yang meliput
l. penguatan BUMDesu dan/atau BUMDcsa Bersama melalui

penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi usaha ckonomi pertanian bcrskala
produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. penguatan usaha ckonomi warga/ kelompok, koperasi
dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya
melalui akses permodalun yang dikelola BUMDesa dan/atau
BUMDecsa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran
bagi usaha ekonomi pertanian berskala nraduktif dan
usaha ekonomi lainnva yang difokuskan  kepada
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pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan:

pcriguatan dan pengembangan usaha ckonomi melalui

pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi

tepat guna.

4. peningkatan kualitas dan kuanrtitas cnaga kerja terampil
dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan

S. pengembangan  lapangan  kerja untuk  pemecnuhan
kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan

pemberdayaan masyarakat Desa untuk  meningkatkan

kescjahteraan ekonomi masvarakat Desa yang meliputi :

1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama

melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi

dan pemasaran bagl usaha ekonomi pertanian berskala
produletif dan usaba ekonom: lainnya yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
desa dan/atau produk wunggulan kawasan perdesaan;

perluesan uszha eckonomi warge/ kelompok, koperasi
dan/atau lembaga eckonomi masyarakal Desa lainnya
melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/alau

BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran

bagi usuha ekonomi pertanian berskala produktif dan

usaha  ekonomi  lainnya yang difckuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

3. perluasan usaha ekonomi mclalui pendayagunaan
sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;

4. peningkatan kualitas dan kuantitas lenaga kerja ahli di
Desa; dan

5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan
kebutuhan hidup mesyarakat Desa secara berkelanjulan,

Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang,

Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan

pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasilas

dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi :

1. pengelolaan secara partisipatif kcgiatan pelayanan sosial
dasar di  bidung pendidikan, kesehatan, pcmbcerdayaan
warga muskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta
pemberdavaan  masyarakat marginal dan  anggota
masvarakat Desa penyandang disabilitas.

2. pengelolaan secara partsipatif kegiatan  pclestarian
hngkungan hidup;

3. pengelolaan kesiapsiapean menghadapi bencana alam dan
konflik sosial, penanganan bencana alam dan . konflik
sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;

4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masvarakat Desa
agar mampu berpartisipasi dalam pengeunazn Dana Desa
vang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan

5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat
tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Desa Sangal Terlinggul, Desa Tertinggal, Desa Berkembang,

Desa Maju dan Desa Mandiri mempricritaskan kegiatan

pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial

budaya Desa vang melipliti :

1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara
demokratis dan partisipatif;

%

ro
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(1)

(%)

(2)

(3)

(1)

(2)

2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta

menegakkan peraturan hukum di Desa;

3. pembentukan dun pengembangan keterbukaan informasi
untuk  mendorong dan meningkatkan partisipasi
masyarakat Desg;

4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui pencrapan
nilai-nilai Pancasila; dan

5. pengualan adal istindat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Paragraf 3
Publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 21

Pemerintah desa wajib mempublikasikan Priorilas penggunaan
Dana Dcsa di bidang pembangunan  Desa dan
pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud
dalam DPasal 13 ayat (1) kepada masyarakat Desa di ruang
publik vang dapat diakses masyarakat Desa.

Publikasi pcenggunaan Dana Desa sebagaimana  dimaksud
rada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan
melibalkan peran serta masvarakat Desa,

Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana
Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi sesuai
dengan kerentuan peraturan perundang-undangan,

Bagian Ketiga
Mekanisme penetapan Prioritas Penggunaan Duana Desa

Pasal 22

Penctapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan sesuai
mekanismc pcrencanaan pembangunan  Desa yang
dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.

Kewenangan Desa secbagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri
dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan
kewenangan lokal berskala Desa yang ditctapkan sesuai
ketentuan peraturan perundang undangan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan
dalam penyusunan REP Desa.

Pasal 23

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan

sccara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional,

provinsi, dan Kabupaten.

Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, provinsi,

dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan olch Pemerintah Dacrah dengan

menginformasikan kepada Desa sebagail berikut :

e, pagu indikalil Dana Desa sebagal dasar penyusunan REKP
Desa; dan

b. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD
Kabupaten, APBD DProvinsi, dan/atau APBN yang
pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.
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Pasal 24

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai
prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas
dan disepakati melalui Musyawarah Desa.

(2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.

(3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang
lelah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam
penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan
peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 25

(1) Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (3), di evaluasi oleh Bupati melalui Camat.

(2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
bahwa rencana penggunaan Dana Dcsa tdak sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, Camat memberikan penjclasan secara tertulis
kepada Desa tentang latar belakang dan alasan ketidaksetujuan
atas rencana penggunasan Dana Desa,

(3) Ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa
menyampaikan kepada masyarakat Desa melalui BPD dalam
musyawarah Dcsa untuk kemudian disesuaikun dengan
ketenluan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Dalam menyusun prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah
Desa dapat menggunakan tipologi tingkat perkembangan desa
berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM).

(2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap tingkat

. perkembangan Desa berdasarkan data IDM,

(3) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lambat selesai sebelum
dimulainya penyusunan RKP Desa tahun berkcnaan.

(4) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan secara terbuka
oleh Pemecrintah Dacrah.

(9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (4) menjadi
acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana
Desa.

BABV
PELAKSANAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Pengelolaan Dana
Pasal 27

(1) Dana Dcsa dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran terhitung
mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, melalui
rmekanisme APB Desa,
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(2)

(3)

(4)

(4)

(5)

(6)

Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilaksanakan oleh kepala urusan dan/atau kcpala seksi sesuai
bidang tugas dan kctcntuan peraturan perundangan yang
berlaku.

Pengelolaan Dana Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi  keseluruhan kegialun perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungawaban keuangan.
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan asas
transparan, akuntabel dan partisipatif, dilakukan secara tertib,
taat pada peraturan perundang-undangan, cfcktif, cfisicn
dengan memperhalikan rasa  keadilan dan  kepatutan, dan
mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 28

Semua penernimaan dan pengeluaran Dana Desa dilaksanakan
melalia RKD.

| Setiap pengeluaran atas belanja Dana Desa dilakukan oleh

kepala urusan dan/atau kepala seksi didukung dengan bukti
yang lengkap dan sah.

Bukli yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa dan Kepala
Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul
dari penggunaan bukti tersebut.

Pengeluaran dari kas desa yang mengakibatkan beban APB
Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraluran desa
tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.

Pasal 20

kcpala urusan dan/atau kepala scksi Pclaksana Kegiatan
Anggaran mengajukan SPP kepada Kepala Desa dalam seliap
pelaksanzan kegiatan anggaran sesual dengan periode yang
tercantum di DPA dengan nominal sama atau kurang dari yang
tertera dalam DPA.

Dalam pecngajuan SPP scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepala urusan dan/alau kepala seksi wajib menyeriaokan
laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggarat.
Anpgaran vang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pengadaan barang/jasa
secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

Sctclah  pclaksanaan  kegiatan  pengadaan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, Kaur dan Kasi
menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran dalam
bentuk bukti transaksi pembayaran kepada Sckretaris Desa,
Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa sebagaimuana
dimaksud pada aval (3} belum dilakukan dalam waktu 10
(sepuluh) hari kerja, kepala urusan dan/atau kepala seksi
pelaksana kegiatan anggaran wajlib mengembalikan dana yang
sudah diterima kepada kepala urusan keuangan untuk
disimpan dalam RKD.

Sekretaris  Desa memeriksa kesesuaian bukti  transaksi
pembayaran yang disampaikan olch kepala urusan dan/satau
kepala seksi schagaimana dimaksud pada ayal (4) dengan
pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan.
Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran
barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, kepala
urusan dan/atau kepala seksi pelaksana kegiatan anggarun
mengembalikan sisa nang ke RKD.
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(1)

(2)

(3)

20

(1]

(1)

(2)

Pasal 30

Pengajuan SPP untuk kegialan yang scluruhnya dilaksanakan
melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa
diterima.

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri

dengan :

a. pernyataan langgung jawab belanja; dan

b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

Dalam sctiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), sekretaris Desa wajib :

a. mencliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan
oleh kepala urusan dan/atau kepala seksi pelaksana
kegiatan anggaran;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan alas beban APB

Desa yang lercantum dalam permintaan pembayaran;

menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

menolak pengajuan permintaan pembayaran olch kepala
urusan dan/atau kepala seksi pelaksana kegiatan anggaran
jika tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sckretaris Desa

scbagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa menyetujui

permintaan pembayaran.

Kepala urusan keuangan melakukan pencairan anggaran

sesual dengan besaran vang tertera dalam SPP setelah

mendapatkan perselujuan kepala Decsa dengan mengikuti
mekanisme dan ketenluan peraturan perundang-undangan.

Format SPP  dan pernyataan tanggung jawab belanja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran IIT A, TIT B dan Lampiran [V.A, yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Setiap pengcluaran Dana Desa yang IT]F‘H}E‘br_lbkﬂﬂ beban atas
anggaran belanja desa dikenskan pajak sesuai ketentuan
peraturan perundangan vang berlaku.

Kepala wurusan kcuangan sebagal wajib  pungul pajak
melakukan permotongan pajak terhadap pengeluaran dana desa
atas beban belanja pegawail, barang/jasa dan modal kemudian
menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut ke
Rekening Kas Negara.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegialan

Pasal 32

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dana Desa, dibentuk

Panitia Pelaksana Kegialun Dana Desa.

Pembentukan Panilia Pelaksana kegiatan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan :

a. kegiatan dana desa sepenuhnya dilauksanakan melalui
Penycdia barang/jasa karena pekerjaan komplek dan/atau
memerlukan tcknologi tinggi;

b. keglatan dana desa yang scbagian pelaksanaanya tidak
dapat dilakukan meclalui cara Swakelola; dan
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¢. nilai kegiatan yang tidak dapat diswakelolakan scbagaimana
dimaksud pada huruf b scbesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta
rupiah) atau lebih.

(3) Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud

(4)

(&)

(7)

(1)

(3)

()

pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa sebagai koordinator atau
perabina, Sekretaris Desa sebagal pengendali, kepala urusan
kcuangan sebagai penata usaha keuangan dan TPK sebagai
Pclaksana kegiatan Deana Desa.,

TPK sebapgaimana dimaksud pada ayar (3) terdiri dari Kaur atau
Kasi sesuai bidang tugas sebagai Ketua, Ke pala Dusun wilayah
kegiatan dan unsur masyarakat dari lembaga kemasyarakatan
desa, kader pemberdayaan masyarakat dan/atau tokoh
masyarakal lainnya sesuai bidang keahlian scbagai pengurus
dan/atau anggola.

Dalam pelaksanaan kegiatan, TPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) mendapat penugasan dari Kepala Desa untuk
melaksanakan kegiatan Dana Desa mulai dari tahap persiapan
sampai dengan tahap pelaksanaan.

Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan keginlan Dana
Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur
masyurakat Desa yvang tergabung dalam TPK.

Pengoordinasian Kepala Desa atas pelaksanaan kegiatan Dans,
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah
APB Desa ditetapkan, meliputi :

a. tahap persiapan; dan

b. tahap pelaksanaan.

Pasal 33

Pada tahap persiapan, pengoordinasian kepala Desa

sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (7) huruf a, meliputi :

&. penetapan kepzala urusan, kepala scksi dan/atau TPK selaku
pclaeksana kegiatan;

b. penyusunan rencana kerja;

c. sosilalisasi kegiatan;

c. pembekulan pelaksana kegiatan;
e. penyiapan dokumen administrasi;
f. pengadaan tenaga kerja; dan

g. pengadazsn bahan/material.

Pada tahap pelaksanaan, pengoordinasian Kepala Dcsa

scbagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayal (7) huruf b,

meliputi :

a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan

b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur;

c. perubahan pclaksanaan kegiatan;

d. pengelolaan peagaduan dan penyelesaian masalah;

¢. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan:

f. musyawarah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
dun

g pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Dalam mendukung efeklivitas dan cfisiensi atas pelaksanaan

setiap sctiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), Kepala Desa didampingi Pendamping Desa dan

Pendamping lokal Desa melalui pemberian bimbingan, fasilitasi,

koordinasi, supervisi dan evaluasi.

Sebelum pelaksanaan kegiatan dimului, untuk jenis pekerjaan

konstruksi beton perlu dilakukan trial terlebih dulu sebagai

pembelayjaran.
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Pasal 34

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Desa
dapat dialokasikan dana operasional kegiatan scsuai kebutuhan
dan ketentuan peraturan perudangan yang berlaku.

{2) Dana operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
paling tinggl sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kegiatan,
dapat digunakan untuk :

a. pembelian alat tulis kantor;

b. rapat-rapat;

c. sosialisasi pelaksanaan kegiatan dana desa dalam bentuk
pertemuan, pebuatan papan nama kegiatan, pembuatan
baliho infografis dan/alau kegiatan lainnya vang relevan
sesual kebutuhan;

d. pembuatan desain gambar/Rencana Anggaran Biaya,;

e. pembekalan;

f. insentif/honor Tim pelaksana;

g. pcmbuatan prasasti; dan

h. lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Pemberian inscntif, honor panitia dan/atau Tim Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf f dapat diberikan
kepada Panitia/Tim Pelaksana yang belum mendapatkan honor
pengelola Keuangan Desa.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai langkah-langkah persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Dana Desa scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) diuraikan dalam Petunjuk Teknis
Pelaksanaan kegiatan Dana Dcsa sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II, yang merupakun bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupali ini.

BAB VI
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 36

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pcnyerapan dan
capaian output Dana Dcsa kepada Bupati C.g Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camatl pada setiap
tahapan scsuai ketentuan.

(2) Laporan recalisasi penyerapan dan ouiput Dana Desa
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. laporan rcalisasi penyerapan Dan [desa dan capaian outpui
tahun anggaran sebelumnys;

b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun
anggaran sebelumnya bagi daerah prioritas; dan

c. laporan realisasi penycrapan dan capaian output Dana Desa
sampai dengan Tahap IL.

(3) Laparan realisasi penyerapan dan capaian oulput Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya scbagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Pebruari
taliun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian ouiput Dana Desa
tahap 1l sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul ¢,
disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Juni tahun anggaran
berjalan.
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(5)

(2)

(3)

(4)

(S)

(2)

Dalam hal lerdapat pemutakhiran capaian outpuf setelah batas
waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat (4], Kepala Desa dapat menyampaikan
permnutakhiran capaian ouput tersebut kepada Bupati, untuk
selanjulnya dilakukan pemurtakhiran data pada aplikasi
sofware.,

Laporan realisasi penyerapan dan capaian oufput Dana Desa
lahun anggaran sebelumnya dan Laporan konvergensi
pencegehan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya
sebagaimanu dimaksud pada ayat (2) huruf a dan hurul b,
disusun dengan Formal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III.B dan Lampiran IT1.C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan
konsolidasi rcalisasi penyerapan dan capaian oulput Dana Desa
kepada Kepala KPPN sclaku KPA Penyaluran Dana Dess dengan
tembusan Gubernur Juwa Tengah, Mcnteri Dalam Negeri dan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.

Laporan realisasi penyalurun dan laporan konsolidasi realisasi

penyerapan dan capaian oufput Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) terdiri alas :

a. Laporan realisasi penyaliran dan laporan konsolidasi
realisasi penycrapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya;

b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kabupaten
tahun anggaran sebclumnya bagi daerah prioritas: dan

¢. Laporan realisasi penyaluran dan laporan  konsolidasi
realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap 1.

Laporan konsolidasl realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disampaikan paling lambat tanggual 14 Februari tahun anggaran
berjalan,
Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sebagaimana dibaksud pada ayat (2) huruf ¢
disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran
berjalan.
Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu
penyampaian laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa dapal
meminta bupati untuk melakukan pcrcepatan penyampaian
perbaikan laporan dimaksud untuk sclanjutnya dilakukan
pemutakhiran data pada aplikasi.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 38

Untuk menjagu efektivitas dan cfisicnsi pelaksanaan kepiatan
Dana Desa, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
berkewajiban melskukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
Pembinaan, pengawaszn dan evaluasi yang dilakukan
Pemerintah Daerah sebaguimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Bupat dibantu Dinas Pemberdayaan
Masgyarakat dan Desa, Inspektorat dan Camat.
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Pasal 39

(1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh
Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebagaimana dirnaksud pada Pasal 38 ayat (2), meliputi :

a. menyusun peraturan yang berkaitan dengan Dana Desa;

b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari
Dana Desa;

c. melakukan sosialisasi kebijakan peclaksanaan kegiatan Dana
Desa;

d. memberikan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi atas
pelaksanaan pengelolaan dan kegialan Dana Desa;

e. melakukan pembinaan dan meonitoring atas pelaksanaan
kegiatan Dana Dcsa.

[. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan sisa
dana desa.
(2) Pembinaan, Pecngawasan dan cvaluasi yang dilakukan oleh
Camat scbagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2), meliputi :
a. melakukan pengawasan penetapan prioritas penggunaan
dana desa melalun fasilitasi penyusunan percncanaan
pembangunan partisipatif,

b. melakukan evaluasi rencana penggunaan dana desa melalui
cvaluasi APE Desg;

¢. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;

d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi atas
penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan

e. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan kegiatan dan sisa dana desa.

(3) Pclaksanaan monitoring dan evaluasi atas kegiatan dana dcsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul e, dilakukan dengan
ketentuan :

a. paling scdikit 1 (satu) kali dalam sctiap tahap penyaluran.
b. Pclaksanaan monitoring dibuatkan Berita Acara; dan
c. Hasilnya dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kcpala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektur
- Kabupalen.

Pasal 40

Evaluasi atas pclaksanaan pengelolaan keuangan Dana Dcsa
dilakukan oleh apurat pengawasan [ungsional melalui Aparai
Pengawas Internaul Pemerintah dan/alau  aparal pengawasan
lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 41

(1) Pemerintah Dcsa dan Badan Permusyawaratan Desa wajib
melaksanakan pemanlauan dan evaluasl atas penggunaan Dana
Desa.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam
Musyawarah Desa dan dilaporkan kepada Bupati Cq Kcpala
Dinas DPcmberdayaan Masvarakat dan Desa melalui Camat,
dengan mengeunakan format laporan Desa yang berlaku.

(3} Laporan hasil pemantauan dan cvaluasi scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan pcnilaian oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah yvang berwcnang kemudian disampaikan kepada Bupal
dan Menteri terkait mclalui sistem pelaporan sesual ketentuan
peraturan perunduangan yang berlaku.
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(1)

(2)

(6)

Pasal 42

Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan
Inspektorat Dacrah melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
a. Sisa Dana Desa di RKD; dan
b. Capaian output dana desa.
Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa
Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diketemukan Sisa Dana Desa di RKD lebilh dari 30% (tiga puluh
perseratus), maka Bupati :
a. mcminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa
Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
b. mcminta aparat pengawas fungsional dacrah untuk
melakukan pcemeriksaan.
Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dari Dana Desa yang dilerimea Desa pada tabun
berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya.
Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangar
APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan
Sisa Dana Desa terscbut.
Dalam hal rancargan APBDesa tahun anggaran berikutnya
scbagaimana dimaisud pada ayat (4) tclah ditctapkan, maka
8isa Dana Desa fersebut dapat digunakan mendahului
penetapan peraiuran desa tenlang Perubahan APBDesa dengan
cara menelapkan peraturan Kepala Desa tentang Perubahan
Penjabaran APBDesa dan memberilahukan kepada Badan
Permusyawaratan Desa unluk selanjuinya ditampung dalam
peraturan Dese tentang perubahan APBDesa alau dicantumkan
dalam Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak
melakukan Perubahan APBDesa.,
Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan
oleh aparat pengawasan fungsional daerah atas permintaan
Bupati berdasarkan permchonan dari SKPD, Camat dan para
pihak terkait.

BAB VIII
PEMBERIAN SANKSI

Pasal 43

Berdasarkan hasil pemaniauanuan dan evaluasi atas sisa Dana
Dcsa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bupati dapat
memberikan sanksi kepada Desa berupa :

12

.

(1)

penundaan penyvaluran Dana Desa; dan
pemotongan Dana Desa.

Bagian Kesalu
Pcriundaan Penyaluran Dana Desa

Pasal 44

Bupali menunda penyaluran Dana Desa scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 huruf a, apabila :
a. kepala Dcsa tidak memenuhi kelentuan persyaratan

penyaluran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 10

23




(2)

antara lain, belum menyampaikan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dun Belanja Desa, laporan realisasi
penyerapan dan  capaian  oufput Dana Desa tahun
sebelumnya dan lainnya;

b. terdapat Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih
dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat
pengawas fungsional di daerah.

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa

~tahap Il tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa tahun

(3)

(4]

(&)

)

aniggaran sebelumnya.

Dalam hal Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih
besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap
II, maka penyaluran Dana Desa tahap Il tidak dilakukan.
Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Dcsa
tahun anggaran scbelumnya telah direalisasikan
penggunaannys sehingga jumlah sisa menjadi paling tinggi
sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa
tahun anggaran scbelumnya.

Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun
anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelurnnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus),
maka penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tdak dapat disalurkan sehingga
menjadi sisa Dana Dcsa di RKUD.

Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4] dan ayat (3)
kepada Kepala KPPN sclaku KPA Penyaluran Dana Desa.

Dana Desa yang tdak disalurkan sebagaimena dimaksud pada
avat (6) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran
berikutnya vang kecuali bagi Pemerintah Daerah yang memiliki
predikat kinerja penyaluran dana desa baik sesuai ketentuan
vang berlaku.

Rekomendasi aparat pengawas [ungsional di daerah
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan
dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan
penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

Rekomendasi aparat pengawas fungsional sebagaimansa
dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bupali dengan
tembusan kepada Kcpala KPPN selauku KPA Penyaluran Dana
Decsa sebelum balas waktu tahapan penyaluran sebagaimana
dirmmaksud dalam Pasal 8.

Pasal 45

Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda

sebaganimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dalam hal :

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
pada Pasal @ telah diterima;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelurmnya kurang
dari atau sama dengan 30%; dan

c. terdapat usulan pencubutan rekomendasi penundaan dari
aparat pengawas fungsional daerah.

Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa scbagaimane

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dan hurul e

berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka

Dana Desa tersebut tidak dapat disalurkan lagi ke RED

schingga menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
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(3)

(4)

(7)

(3)

()

Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
dimaksud dalam pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran Dana Desa paling lambat akhir bulan Pebruari
Tahun anggaran berjalan.

Bupati membceritahukan penundaan penyaluran Dane Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala Desa untuk
dianggarkan kembali dalam Rancangan APBDesa Tahun
Anpgaran berikutnya, paling lambat akhir bulan Desember
tahun anggaran berjalan.

Bupali menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD yang
ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dirmnaksud
pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai
dengan akhir bulan Pebruari tahun anggaran bcrjalan, maka
Sisa Dana Desa terscbut akan diperhitungkan sebagai
pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap 1T dari RKUN ke
RKUD tahun anggaran berjalan kecuali bagi Pemerintah Daerah
yang memiliki predikat baik dalam penyaluran dana desa sesuai
ketentuan yang berlaku.

Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran
sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan,
Bupati menyampeaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa
tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kcpada kepada Kepala
PPN selaku KPA Penyaluran Dana Dcsa paling lambat pada
minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II
dari Bupati sebagaimanea dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran Dana Desa menyalurkan sisa Dana
Desa tahap II yang bclum disalurkan dari RKUN ke RKUD
scbagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juni
tahun anggaran berjalan.

Dalam hel Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran
sisa Dana Desa tahap 1T sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke
RKUD tahun anggaran berjalan scbagaimana dimaksud pada
ayat (6) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 46

Bupali memberi sanksi pemotongan penyaluran Dana Dcsa
sebugaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dalam hal
setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, masih
terdapal Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per
seratus).

Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahap II
kecuali bagi Pemerintah Daerah yang memiliki predikat

penyaluran baik.

Bagi Pemerintah Daerah yang memiliki predikat penyaluran
dana desa baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi
pemotongan dilukukan pada saat penyaluran Dana Desa Tahap
I1I.

Bupati melaporkan pcmotongan penyaluran Dana Desa
sebagaimana pada ayat (2) kcpada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran Dana Desa.
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BAR IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47
Data jumlah penduduk desa, penduduk miskin dese dan LKG Desa

veng dipcrgunakan sebagai dasar penghitungan rincian Dana Desa
sctiap Desa pada ‘ahun Anggaran 2019, bersumber dari Dinas

Kependudukan dan Calatan Sipil, Dinas Sesial Kabupaten dan

Kemenlerian terkait.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan HLJ.IJ-.I.H ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah kan
pen;:rundar an Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tan&gal 07 Februari 2019
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